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RINGKASAN
EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT
UMUM YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK

Oleh :

Angelia Fitriana' Rahmida Erliyani?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk membantu Badan Pertanahan Nasional dalam urusan pertanahan,
khususnya dalam pembuatan akta otentik terkait hak atas tanah atau hak milik satuan
rumah susun. Institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan memiliki peran penting dalam menjamin
kepastian hukum dalam transaksi pertanahan. PPAT bertugas melaksanakan sebagian
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Terdapat perbedaan signifikan antara PPAT dan Notaris, meskipun keduanya adalah
pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Sementara Notaris harus
menempuh pendidikan Strata 2 Kenotariatan, persyaratan pendidikan untuk PPAT lebih
beragam dan menimbulkan pertanyaan tentang standarisasi kualifikasi. Hal ini
memunculkan diskusi tentang kebutuhan akan pendidikan khusus untuk PPAT, baik
terpisah dari atau terintegrasi dengan pendidikan notaris, untuk meningkatkan
profesionalisme dan kualitas layanan PPAT dalam menjamin kepastian hukum terkait hak
atas tanah.

Tujuan penelitian Untuk mengkaji kedudukan pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat
umum yang membuat akta otentik dan Untuk mengetahui pengaturan (lus Consituendum)
Eksistensi Pejabat Pembuat akta Tanah untuk Masa yang akan datang diharapkan dapat
menjadi bahan informasi dalam kerangka pengembangan ilmu

pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu kenotariatan terkait dengan eksistensi pejabat
pembuat akta tanah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik di Indonesia dan
dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi para pihak yang
berkepentingan, yaitu pejabat pembuat akta tanah dan masyarakat atau para pihak serta
dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe
penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented (Penelitian Beroreintasi pada
perubahan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach), pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan
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konseptual (Conseptual Approach). Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis. Jenis
bahan hukum yang digunakan ada 3, yaitu: Primer, sekunder, dan tersier

Hasil Penelitian : Pertama, Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai
pejabat umum memiliki peran vital dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia.
Namun, ketiadaan pendidikan khusus yang terstandarisasi untuk PPAT menciptakan
kesenjangan signifikan antara status dan kompetensi yang diharapkan. Situasi ini
menimbulkan berbagai implikasi serius, termasuk variasi dalam kualitas layanan,
peningkatan risiko kesalahan dalam pembuatan akta, potensi tantangan hukum, dan
dampak pada kredibilitas profesi. Kesenjangan ini juga berpengaruh pada perlindungan
konsumen, standarisasi praktik, dan pengembangan profesional PPAT. Kedua,
Standardisasi pendidikan dan urgensi pembentukan Undang-Undang PPAT. Terkait
pendidikan, diusulkan adanya program khusus setara pascasarjana yang wajib diikuti oleh
semua calon dan PPAT yang sudah menjabat, dengan kurikulum komprehensif mencakup
hukum pertanahan, administrasi, etika profesi, dan keterampilan praktis. Sementara itu,
pembentukan Undang-Undang PPAT dianggap krusial untuk mengkodifikasi aturan yang
saat ini masih tersebar, memenuhi syarat pembuatan akta autentik sesuai Pasal 1868
KUHPerdata, memperjelas kewenangan PPAT, dan mengatasi berbagai isu terkait profesi
ini. Meskipun Rancangan Undang-Undang PPAT telah dibuat pada 2019, belum ada
tindak lanjut signifikan. Kedua aspek ini dipandang sebagai langkah penting untuk
memperkuat kedudukan hukum PPAT, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan
profesionalitas dalam administrasi pertanahan di Indonesia.
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EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT
UMUM YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK

Oleh :

Angelia Fitriana® Rahmida Erliyani*

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman

ABSTRAK

Kata kunci : Eksistensi, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Umum, Akta
Otentik

Penulisan tesis ini membahas tentang EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK. Secara
teknis menentukan bagaimana Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai
Pejabat Umum Yang Membuat Akta Otentik, dan Bagimana Pengaturan lus
Consituendum Terhadap Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menurut hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa : Pertama, Kedudukan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum memiliki peran vital dalam sistem
administrasi pertanahan Indonesia. Namun, ketiadaan pendidikan khusus yang
terstandarisasi untuk PPAT menciptakan kesenjangan signifikan antara status dan
kompetensi yang diharapkan. Situasi ini menimbulkan berbagai implikasi serius,
termasuk variasi dalam kualitas layanan, peningkatan risiko kesalahan dalam pembuatan
akta, potensi tantangan hukum, dan dampak pada kredibilitas profesi. Kesenjangan ini
juga berpengaruh pada perlindungan konsumen, standarisasi praktik, dan pengembangan
profesional PPAT. Kedua Standardisasi pendidikan dan urgensi pembentukan Undang-
Undang PPAT. Terkait pendidikan, diusulkan adanya program khusus setara pascasarjana
yang wajib diikuti oleh semua calon dan PPAT yang sudah menjabat, dengan kurikulum

komprehensif mencakup hukum pertanahan, administrasi, etika profesi, dan keterampilan
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praktis. Sementara itu, pembentukan Undang-Undang PPAT dianggap krusial untuk
mengkodifikasi aturan yang saat ini masih tersebar, memenuhi syarat pembuatan akta
autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, memperjelas kewenangan PPAT, dan mengatasi
berbagai isu terkait profesi ini. Meskipun Rancangan Undang-Undang PPAT telah dibuat
pada 2019, belum ada tindak lanjut signifikan. Kedua aspek ini dipandang sebagai
langkah penting untuk memperkuat kedudukan hukum PPAT, meningkatkan kualitas

layanan, dan memastikan profesionalitas dalam administrasi pertanahan di Indonesia
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EXISTENCE OF LAND DEED MAKING OFFICIAL AS PUBLIC
OFFICIAL TO MAKE AUTHENTIC DEEDS

By :
Angelia Fitriana ', Rahmida Erliyani 2
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 103 pages

ABSTRACT
Keywords: Land Deed Making Official, Public Offcial, Authentic Deed

The objectives of this research are to study and analyze how the position of the
Land Deed Making Official (PPAT) as public official who makes authentic deeds
and how the regulations of ius consituendum on the existence of PPAT. The results
of the thesis research show that firstly, the position of PPAT as public official has
who makes authentic deeds has vital role in land administration system in
Indonesia. But there is no special and standardized education for the PPAT which
causes significant gap between status and expected competence. This situation
brings about various serious implications, including variation in service quality,
increase in error risk in deed making, potential of legal challeges, and impact on the
credibility of the profession. This gap also influences the consumer protection,
standardization of practice and professional development of the PPAT. Secondly,
educational standardization and urgency of formation of Land Deed Making
Official Act. In relation to education, it is recommended the presence of special
program equivalent to post graduate which must be joined by all candidates and
existing PPAT, with comprehensive curriculum covering land law, administration,
ethics of profession, and practical skills. Meanwhile, formation of Land Deed
Making Official Act is considered urgent in order to codify the current scattered
regulations, to comply with the requirements of the making of authentic deeds in
conformity with Article 1868 of Civil Code, to clarify the authority of PPAT, and
to overcome various issues related to this profession. Although Land Deed Making
Official Bill was made in 2019, there is no significant follow up thereon. These
both aspects is considered as important step to strengthen the legal position of
PPAT, to improve the service quality, and to make sure the professionalism in land

administration in Indonesia
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